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Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTQ,

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan
Daerah secara tertib, elisien, ekonomis, efekuf,
transparan, dan  bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan,

bahwa pelaksanaan transaksi nontunai berdasarkan
Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 83 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Nontunai di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu disesuaikan
dengan kondisi yvang ada dan disesuaikan dengan
kehijakan Pemerintah, perlu ditinjau Kembali.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Nontunai Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

. Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 di Sulawesi
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nemor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara




Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 753,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonegsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6726);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan [Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia




Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penectapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 68506);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165,

9, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 604 1);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

12, Peraturan Daerah Kabupaten Jeneéponto Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Reuwangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2022
Nomor 321, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Jeneponto Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI
NONTUNAI DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

&

10.

11.

12,

Daerah adalah Kabupaten Jeneponte,

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Oleh Pemerintah daerah dan Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Diasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagal unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintah yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Jeneponto.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah dalam penvelenggaraan
urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang
selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

Badan Pendapatan Daerah vang selanjutnva disebut
BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Jeneponto.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah vang ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah
pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang
dipimpinannya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnva disingkat
KPA adalah pejabat vang diberi kuasa untuk
melaksanakan  sebagian kewenangan PA  dalam
melaksanakan sebagian tugas dan [ungsi SKPD.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah PPKD wyang bertindak dalam kapasitas
sehagai BUD,

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan dan memperianggungiawabkan uang
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Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk
menerima, menyvimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan
Belanja. Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan wang selanjutnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD vang
melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu
Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung
selurih  penerimaan  daerah dan  digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah vang selanjutnva disingkat
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah
vang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yvang ditetaplkan.
Rekening Bendahara Penerimaan adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yvang ditetapkan oleh Bupati
dan digunakan untuk menampung dan mencatat
penerimaan daerah yang dikelolanya.

Rekening Bendahara Pengeluaran adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yvang ditetapkan oleh Bupati
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah vang dikelolanyva.

Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah
rekening tempat penyimpanan uang daersh yang
ditetapkan oleh Bupati dan digunakan untuk membayar
seluruh pengeluaran daerah yvang dikelolanya.

Transaksi Nontunai merupakan pemindahan sejumlah
nilai uwang dari satu pihak ke pihak lain dengan
menggunakan instrumen berupa alat pembayaran
menggunakan kartu, cek, bilvet giro, uang elektronik atau
sejenisnyd.

Penerimaan Daerah adalah uvang vang masuk ke kas
daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Asli Daerah vang selanjutnya disinglat PAD
adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut
berdasarkan peraturan daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.




24,

26.

27.

28,

29,

30,

31,

32,

33

34,

35.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah vang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang

perseorangan  vang —menyediakan Barang/Pekerjaan
kKonstruksi/Jasa Lainnya.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak,
vang mempunyval hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan
perpajakan daerah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk
memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan
perintah si pemberi amanat vang ditujukan kepada
sesearang vang ditunjuk untulk sebagai penerima transfer,
Anjungan Tunai Mandir yang selanjutnya disingkat ATM
adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah
bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening
tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang teller
Manusia.

Short Message Service Banking yang selanjutnya disebut
SMS Banking adalah layanan yang disediakan bank
menggunakan sarana SMS untuk melakukan transaksi
keuangan dan permintaan informasi keuangan,

Internet Banking adalah kegiatan melakukan transaksi,
pembayaran dan transakst lainnya melalul internet
dengan website milik bank vang dilengkapi sistem
Reamanan,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjuinya
disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama 1 [satu] periode
anggararn.

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
PBE adalah pajak vyang dipungut atas tanah dan
bangunan karena adanya | keuntungan dan/atau
kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang
atau badan vang mempunyail suatu hak atasnya ataan
memperoleh manfaat dari padanya.

Nomor Objek Pajak vang selanjinya disingkat NOP adalah
nomor identitas objek pajak sebagal sarana dalam
administrasi perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
selanjutnva disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan
atau  bangunan vang dimililki, dikuasai, dan ataun
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dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali
kawasan vyang digunakan untuk Kkegiatan usaha
perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Id Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui
sistem e=Hilling atas suatu jenis pembavaran atau seloran
vang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Virtual Account adalah akun rekening virtual atau
rekening bank tidak nyata berbentuk sejumlah nomor [D
vang bisa digunakan untuk melakukan pembayaran.
Surat Perintah Pencairan Dana vang selanjutnya disinglkat
SP2D adalah dokumen vang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumilah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran  untuk  membiayai
kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
daerah funit satuan kerja perangkat daerah dan/atau
untuk membiayai pengeluaran yvang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung,

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut LS
adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara
pengeluaran,/ penerima hak lainnya atas dasar perjanjian
kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya
melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.
Tambahan Uang Persediaan vang selanjutnya disecbut TU
adalah tambahan uang muka yvang diberikan kepada
bendahara pengeluaran /bendahara pengeluaran
pembantu  untuk  membiayai  pengeluaran  atas
pelaksanaan APBD vang tidak cukup didanai dari UP
dengan batas wakiu dalam 1 (satu) bulan.

Bank Persepsi adalah bank wvang ditunjuk oleh
Pemerintah/Bupatl untuk melakukan penerimaan dan
pengeluaran transaksl keuangan pemerintah daerah.

Nota Permintaan Dana vang selanjuinya disingkat NPD
adalah nota permohonan dana dari PPTK untuk
mencairkan uang atau dana ke bendahara.

Aparatur Sipil Negara vang selanjutnya disingkat ASN
adalah profesi bagi PNS dan pegawal pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
Pegawal Negeri Sipil vang selanjutnya disingkai PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagal Pegawai ASN secara tetap oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pemerintahan,
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BABR I
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pelaksanaan Transaksi Nontunai dilaksanakan
berdasarkan asas:

efelctif;

efisien;

transparan;

bertanggung jawab; dan

e. keamanan,

Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pencapaian hasil program dengan target yang
telah ditetapkan, waitu dengan cara membandingkan
keluaran dengan hasil,

Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pencapaian keluaran vang maksimum dengan
masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah
untuk mencapai keluaran tertentu.

Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan prinsip keterbukaan vang
memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan
mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang
keuangan daerah.

Asas bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf d merupakan perwujudan seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan vang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan
yvang telah ditetapkan,

Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e merupakan jaminan atas keamanan kepada
semua pihak vang berkepentingan dalam transaksi APBD.

apgp

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagal acuan bagi
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pengelolaan
Keuangan Daerah,

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan
penerimaan dan pembayaran APBD yang tepat jumlah,
cepat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel.



BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

2.

St 483
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transaksi NonTunai;

mekanisme Transaksti Penerimaan Nontunai;
mekanisme Transaksi Pengeluaran Nontunai;
pembinaan dan Pengawasan; dan

sanksi Administratif.

BAB IV
Transaks] Nontunai
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Setiap transaksi keuangan dalam mekanisme pelaksanaan

APBD dilakukan dengan Transaksi Nontunai,

Transaksi Nontunal sebagaimana dimaksud pada avat (1)

meliputi seluruh transaksi :

a. penerimaan daerah yang dilakukan oleh bendahara
penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu; dan

b. pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara
pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu,

Pelaksanaan Transaksi Nontunai sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua

Transaksi Nontunal Penerimaan
Pasal 6

Jenis Transaksi Penerimaan dalam pelaksanaan APBD

meliputi;

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan transfer; dan

¢. lain-lain PAD yang sah.

PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf a

melipuati:

a. pajak daerah;

b. retribusi daerah;

¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah vang dipisahkan;
dan

d. lain-lain PAD yang sah.
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Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada avat (1)

hurul b meliputi:

a. transfer Pemerintah Pusat; dan

b. transfer antar daerah.

Lain-lain pendapatan daerah vang sah scbagaimana

dimalksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. hibah:

b. dana darurat; dan/atau

¢, lain-lain  pendapatan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Pasal 7

Jenis transaksi penerimaan untuk PAD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf a, dilakukan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pajak daerah masih dilaksanakan tunai dan secara
bertahap menuju  transaksi Nonlunai dengan
mempertimbangkan infrastruktur yang ada;

b. retribusi daerah masih dilaksanakan tunai dan secara
bertahap menuju  transaksi  Nontunai  dengan
mempertimbangkan infrastruktur yvang ada;

¢, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
dilaksanakan secara Nontunai.

d. lain-lain PAD vang sah dilakukan secara Nontunai,

Jenis Transaksi pendapatan transfer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan

secara Nontunai.

Jenis Transaksi penerimaan untuk lain-lain PAD yang sah

sehagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c,

dilakukan secara Nontunai.

Bagian Ketiga
Transaksi Nontunai Pengeluaran
Paragraf |
Jenis Transaksi Pengeluaran
Pasal B

(1) Transaksi belanja dalam pelaksanaaan APBD meliputi:

(2}

4, belanja operasi;

b. belanja modal;

¢. belanja tidak terduga;

d. belanja transfer.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a meliputi:
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belanja hibah; dan

belanja bantuan sosial.

Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d meliputi:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

a. belanja pegawai;

b. belanja barang dan jasa;
c. belanja bunga;

d. belanja subsidi;

e,

[

Paragraf 2
Jenis Transaksi Belanja Yang Dilaksanakan
Secara Nontunai
Pasal 9

Transaksi belanja untuk belanja operasi  dilakukan

dengan ketentuan sebagai beriliut:

belanja pegawai dilaksanakan secara Nontunai;

belanja barang dan jasa dilakukan secara Nontunai;

belanja bunga dilaksanakan secara Nontunai;

belanja subsidi dilaksanakan secara Nontunai;

belanja hibah dilaksanakan secara Nontunad;

belanja bantuan sosial dilaksanakean secara Nontunai,

Transakm belanja modal dilaksanakan secara Nontunai.

Transaksi belanja tidak terduga dilaksanakan secara

Nontunai,

Transaksi belanja transfer dilaksanakan secara Nontunai,

belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1] hurul b, dikecualikan untuk:

a. pembayaran belanja transport kepada masyarakat;

b. pembayaran belanja bantuan kepada orang terlantar;

¢. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada
saat terjadi bencana alam,

d. pembayaran untuk pembelian benda pos;

e, pembayaran perbaikan kendaraan dinas saat kondisi
insidentil;

S0 RN oD




Bagian Keempat
Transaksi Nontunai Pembiayvaan
Pasal 10

(1] Transaksi pembiavaan dalam pelaksanaan APBD meliputi:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan;

(2] Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

SiLPA;

pencairan dana cadangan;

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

penerimaan pinjaman daerah;

penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;

dan/atau
. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2] dilaksanakan secara Nontunai.

(4] Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf b meliputi:
a. pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo;

penvertaan modal daerah;

pembentukan dana cadangan,

pemberian pinjaman daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ak Lol R
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BAB WV
MEKANISME TRANSAKSI PENERIMAAN NONTUNAIL
Bagian Kesatu
Transaksi Penerimaan Daerah Secara Umum
Pasal 11

Mekanisme transaksi penerimaan Nontunai dilakukan dengan
cara wajib pajak, wajib retribusi, masyarakat/swasta, BUMD,
pemerintah provinsi, pemerintah pusat menyetor langsung ke
RKUD atau ke rekening penampungan pendapatan milik
Pemeriniah daerah.



(1]

(2]

(3]

(4

(4]

(1

2]

=13 =

Bagian Kedua
Transaksi Penerimaan Pajak Daerah

Pasal 12

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah
Nontunai dengan menyetor langsung ke RKUD atau ke
rekening penampungan pendapatan milik Pemerintah
daerah melalui Bank yang ditunjuk menerima
pembayaran Pajak Daerah dengan aplikasi layanan
perbankan yang disediakan beserta aplikasi digital
pembayaran Nontunai lainnya.

Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
menunjukkan/memasukkan NOP/id billing/ virtual
aceount yang tersedia.

Bank yvang ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah
dlan /atau aplikasi digital pembayaran Nontunai lainnya
sehagaimana dimaksud pada ayat (1] akan melakukan
verifikasi secara sistem atas NOP/id billing/ wrtual account
dari Wajib Pajak dengan database Pajak Daerah dari
Badan Pendapatan Daerah.

berdasarkan hasil verifikasi Bank sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), jika dianggap benar maka pembayaran
tersebut akan diterima dan selanjutnya dalam jangka
waktu paling lama 1 x 24 jam sudah disetorkan ke RKUD.
Atas pembavaran Pajak Daerah Nontunai sebagaimana
pada ayat (1), Wajib Pajak akan menerima notifikasi bukti
pembavaran atau bentuk lainnya dari Bank vang ditunjuk
menerima pembayaran Pajak Daerah sebagai bulkti
pembayaran Pajak Daerah yang sah.

Pasal 13

Pembayaran Pajak Daerah Nontunai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan bagi pembayaran
PEB-P2.

Wajib PBB-P2 dapat melakukan pembayaran PBB-P2
Nontunai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 amau dapat melakukan
pembayaran PBB-P2 secara tunai langsung ke Bank vang
ditunjuk menerima pembayaran Pajak Daerah atau
Tempat Pembayvaran/Pelayvanan PBB-P2 di Kecamatan
atau Petugas Pemungut PBB-P2 di desa yvang ditetapkan
dengan Keputusan Bupati,
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Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menerima print
out pembayaran PBB-P2 sebagai bukti pembayaran PBB-
P2 yang sah.

Pasal 14

Agar transaksi belanja APBD dapat dilakukan dengan
Nontunai maka:

.

setiap Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib menggunakan rekening giro pada Bank
Persepsi;

pejabat Negara, Pejabat Daerah lainnya, ASN dan Pegawai
Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah
wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi;

apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga vang
berdomisili di luar Daerah tidak memiliki rekening pada
bank pesepsi, maka biaya transaksi administrasi
dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau Pihak
kRetiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi
perbankan dari jumlah yang diterima;

rekening ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b di
atas, termasuk apabila bertindak sebagai PPTK SKPD,
dengan mempertimbangkan jumiah belanja yvang akan
dibavar secara tunai, maka batas saldoe kas tunai [kas
kecil) pada Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu maksimal Rp20.000.000,- (|dua
puluh juta rupiah) setiap harinya, kecuali pada akhir
tahun anggaran saldo dimaksud harus nihil,;

Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf
f maka pencafran uwang tunai dari rekening giro
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Bank Persepsi maksimal Rp20.000.000,-
(dua puluh juta rupiah) untuk setiap transaksi;

Dalam hal terdapat Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang melakukan pencairan uang
tunai melebihi dari vang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada huruf p, Bank Persepsi wajib membuat
laporan kepada Sekretaris Daerah dan [nspektorat
Daerah;

Laporan dari Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada
poin h wajib melampirkan rekening koran /bukti transaksi
perbankan vang dipersamakan sebagal bukti pendukung;
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Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten, wajib
menindaklajuti laporan dari Bank Persepsi dengan
melakukan pengawasan kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang
melakukan transaksi sebagaimana dimaksud pada

huruf h.
BAB V1

MEKANISME TRANSAKSI PENGELUARAN NONTUNAI
Pasal 15

Mekanisme transaksi pengeluaran Nontunai dengan

SP2D-LS kepada pihak ketiga dilaksanakan dengan cara

memindahbukukan dari REKUD ke rekening pihak ketiga

sebagaimana tercantum dalam SP2D,

Mekanisme transaksi pengeluaran Nontunai dengan SP2D

UP/GU/TU untuk belanja pegawai dan belanja barang

dan jasa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. dilakukan pemindahbukuan dar rekening kas umum
daerah ke rekening  bendahara  pengeluaran
berdasarkan SP2D UP/GU/TU;

b. PPTK atas persetujuan PA/KPA menyampaikan daftar
permintaan pembayaran belanja kepada bendahara
pengeluaran;

¢. Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PA/JKPA
vang dituangkan dalam Nota Pencairan Dana dapat
memindahbukukan ke rekening PPTK atau langsung
mentransfer ke rekening pihak ketiga;

d. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantu melakukan transfer kepada pihak ketiga
atau menerbitkan cek giro sesual rincian daftar
permintaan pembayaran belanja vang telah disetujui
oleh PA/KPA;

e. Bank selaku pengelola kas daerah mentransfer belanja
ke rekening pihak ketiga setelah dipotong pajak sesuai
daftar permintaan pembayaran vang diajukan oleh
Bendaharan Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

Mekanisme pembayaran upah jasa Non PNS dilaksanakan

secara Nontunai dengan dapat melalui mekanisme LS

bendahara pengeluaran.

Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 avat (1) huruf b dan ayat (5) tidak memungkinkan

dilaksanalkan secara Nontunai, maka Perangkat Daerah
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mengajukan permohonan izin kepada Kepala Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah selaku BUD.

Format surat permohonan izin transaksi secara tunal
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam
Lampiran | yang merupakan hagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Format surat izin transaksi secara tunai tercantum dalam
Lampiran Il yang merupakan bagian tdak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan

pembayaran) oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran  Pembantu ke  rekening penerima

menggunakan aplikasi  transaksi Nontunai, maka

Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran

Pembantu harus melengkapi dokumen sebagai berikut;

d4. prnt out bukti pembayaran melalui aplikasi transaksi
Nontunai dan Nota tagihan dari penyedia jasa/pihak
ketiga dan/atau dokumen daftar penerima;

b. surat pernyataan tentang kesalahan pendebetan
rekening  giro  yang dibuat  oleh  Bendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
PPTK yang diketahui dan ditandatangani oleh PA/KPA;
dan

C. surat konfirmasi kesediaan pengembalian
sisa /kelebihan dana dari penvedia jasa/pihak ketiga
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu melalui pemindahbukuan.

Formalt surat pernyataan kesalahan pendebetan rekening

giro dan surat konfirmasi kesediaan pengembalian

sisa/kelebihan dana dari penyedia jasa/pihak ketiga

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf b dan huruf e,

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBEINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 17

Bupati melakukan pembinaan implementasi transaksi
Nontunai.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh BPKAD.
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Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi;

a. fasilitasi pemenuhan sarana dan  prasarana
pendukung penerapan  implementasi Transaksi
Nontunai; dan

b. perjanjian kerjasama dan/atau Nota Kesepahaman
antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Perbankan
serta sosialisasi penerapan Peraturan Bupati ini,

Pasal 18

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini
dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah,
Pengawasan scbagaimana dimaksud pada ayar (1),
dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.,

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19

Bendahara pengeluaran,/ penerimaan, bendahara
pengeluaran/penerimaan pembantu dan Pejabat negara,
Pejabat Daerah Lainnya, ASN dan Pegawai Tidak Tetap
serta penyedia barang/jasa yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b
dan dan huruf c dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

4. leguran lisan; dan

b. teguran tertulis.

Sanksl administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1]
diberikan oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator
Pengeloaan Keuangan Daerah  setelah  mendapat

rekomendast darn Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan
Bupati Jeneponto Nomor B3 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Nontunai di Lingkungan Pemerintah
Daerah [Berita Daerah Kabupaten .Jeneponto Tahun 2021
Nomaor 83), dicabut dan dinyatakan tidalk berlaku.
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Pasal 21
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Apgar setiap OTang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

ny— g -’- — Iﬂ
r‘E-'.__ % %25l wmnﬂ'{. | P F Ditcmpkan di Jenﬁpﬂnm .

{ SENRETARIS NAETIAH pada tanggal 1§ Fanvan 2024

RSISTEN

o B

Diundangkan di Jeneponto
Pada tanggal 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO,

MUH. ARIFIN NUR

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024 NOMOR
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LAMPIEAN |

PERATURAN BUPATI JENEPONTO
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKSI NON TUNAlI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN
FPENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT SURAT PERMOHONRNAN IZIN TRANSAKSI SECARA TUNAIL

KOP SKPD
Jeneponto,
Kepada:
Nomor ¥th. Kepala BPKAD
AP i i Selaku Bendahara Umum Daerah
Parihal - Permohonan Melakukan Di-
Transaksi Tunai Jenaponto
Eal‘ubmnan dannan pun-ﬂ:wmm
, i — .Sebesar Rp ..
PR R LA VR sabesar Rp .
4 dst.

Belumbisa dilakukan secara non funaimaka kami mohon dijinkan uniuk dilakukan
secaratunai dengan pertimbangan/atasan ... R

Cemikian untuk manjadi makium
Bendahara Pengeluaran PETK
Nama Mama
NI NIP.cooosissmnaasaissreans
Mengetahui,
Pengguna Anggaran
Huasa Pengguna Anggaran
Mama
Pangkat:........coomen

r!f QR LS VERMWRAS"
{ SEXRETARIS DAERAH

L SISTEN
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR | TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKS] NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN ANGOGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

FORMAT SURAT [ZIN TRANSAKS] SECARA TUNAI

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
J. Lanio g Pasewang Mo, 34 Tolp. 9418) 21022 (Kode Pos 22311}

SURAT ZIN TRANGAKSH TUIMA
Womor TR PrTErTTY
Casar 1. Peraturan Bupatl Jeneponto Nomar ... Tahun tentang Transaksi Mon

Tunal Dalem Pengelolszan Anggeran Pendapatan Dan Befanjs Daerah
Kabupaten Jeneponto

Tmpypal
Z Gurat Permohonan zin melakckan transaksi tunai OFD . Momor
RUSTRUREE |1 |« |- | S
Mambarikan izin
Kepada | Bendahara Pengeluaran CPD AN
Untuk Melakukan transaksl tunat atas pembayaran sebagal benkut
{——— B - - cc-1= [l :
A R L LR P L gebesarRp... ... ..o
3 ost
KEFPALS BFKAD
SELAKU BUD,
HAMA,
Famgkat |
MR, st i i

Tembusan,
1. Inspektur Kabupaten Jenepoila
2 Perlinggal

TI JENEPONT

KooRDmASTf VERTOMAS
| SEKRETARIS DASRAN
|ﬂ,‘-.;*i:h

AR - =




LAMPIRAN Il
PERATURAN BUPATI JENEPONTO

NOMOR | TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN
TRANSAKS] NON TUNAI DALAM
PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENDEBETAN REKENING GIROD
DAN SURAT KONFIRMASI KESEDIAAN PENGEMBALIAN SISA/KELEBIHAN
DANA DARI PENYEDIA JASA/PIHAK KETIGA

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESALAHAN PENDEBETAN

KOP OPD
SURAT PERNYATAAN

Yang beranda tangan di bawah ini ;

Marma : (sl dengan narma bendahara pengeluaran'endathara pengelvaran pevmbantu)

MNIP (diisi dengan MIP bendahara pengeluarantendahara pengeluaran pembanty)

NPWP : [diizi dengan NPWP bendahara pengeluarandendahara pengeluaran pernbaniy)

Jabatan . Bendehara Pengeluaran Badan/Dinas/Melurahan .......

Maomar Rek ¢ (diigl dengan MNomor Rekening Giro  bendahara  pengelusranbendahsara

pengeluaran permbaniu)
Alamal Kantor (cilzi dengan &amal karnfor bendahara pengelvaranbencabara  pengelvdran
pembarifu}

Cengan ini menyatakan, telah melakukan kesalahan transfer atas pembayaran Keghatan ...
dengan menggunakan aplikasi transaksi non tunai pada tanggal ...... P berdasarkan bukli transfer
dan/nodafsurat tagihan momor ... fanggal L. Sebesar  Bp: oo kepada
penerimalpenyedia barangjasa :

Mama P (diisl dengan nama penarima)

HIP : (difsi dengan NIP jika panerima adaiah PNS, dikosongkan ika bukan PNE)

NPWP : (diisi dengan NPWP penenma)

Jabatan © (diisi dengan jabalan penenmakepalaoireki urpimpinan panyadia barang)

homor Rek 1 (diisi dengan Nomor Rekening penenma)

Alamat Kanior ©  {diis dengan alames’ penerima)
Kesalahan transaksl adatah merupakan selisih tebih sebesar Rp. ... yang sehamusnya di bayarkan
sebesar R ..o

Demikian pernyataan inl dibual dengan sebenamya.

SEMEPOMD, .0oarvrimensanaere Bha
Yang menyatakan,
PPTHK Kegiatan Bendahara Pengaluaran
(NAMA PPTK) (MAMA BENDAHARA)
MIF. MIF,
Mengetahui;
KEPALA (CPD)

{NAMA KEPALA OPD)
Pangkat
MIP.




B. FORMAT SURAT KONFIRMAS] KESEDIAAN PENGEMBALIAN DARI

PENYEDIA
KOP PENYEDIA
JERBRREMD, L 2O
kepada
Momor ¥ih Bendahara Pengeluaran .. .. . .
Lamp. dl -
Parihal | Surat Konfirmasi Tempat
Dangan Hormat,
Berdasarkan pembayaran bendahara pengsluaran.............. atas
MNota/Surat Tagihan Namer = ... Hnggal...... 20.. yang di transfer ke
rekening .................... pada tanggal......... dengan selisih lebih
gsabesar Rp. ... .. yang seharusnya dibayarkan seﬁasar Rp. . ... maka

bersama :Iﬂngﬂn ini kami menyatakan bersedia mangaml:ahharn dana
bardasarkan selisih lebih dimaksud melslui mekanisme pemindahbukuan
{autodebet) dan nomor rekening ............ . ke rekening giro bendahara
pengeluaran ... ...... dengan nomor mﬁnnlnu .

Dﬂmll-uan kﬂnhn‘rust ini dibuat, unbuk di gunahnn sahagmmna meastinya. -

Penyedia Barang/Jasa,
TokoWarung/CVIPTINY ...

(NAMA PEMILIKMDIREKTUR;)

KOORDNAS! ' VERWIRAS' | DABAF |

SEXRETARIS DASAAH

ASISTEN m’lwa |




